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Supriyadi Widodo Eddyono dan Perkumpulan Masyarakat
Pembaharuan Peradilan Pidana

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU
17/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pengujian Pasal 245 UU 17/2014 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal
24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat
(2) UUD 1945

1. Permohonan Pemohon | tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon Il untuk sebagian:

2.1. Frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan
Dewan” dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “persetujuan
tertulis dari Presiden”;

2.2. Frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan
Dewan” dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014  tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
“persetujuan tertulis dari Presiden”;

2.3. Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
selengkapnya menjadi, “Pemanggilan dan permintaan
keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR
yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat
persetujuan tertulis dari Presiden”;

2.4. Frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan
Dewan” dalam Pasal 224 ayat (5) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “persetujuan
tertulis dari Presiden”;

2.5. Frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan
Dewan” dalam Pasal 224 ayat (5) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014  tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
“persetujuan tertulis dari Presiden”;

2.6. Pasal 224 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
selengkapnya menjadi,“Pemanggilan dan permintaan
keterangan kepada anggota DPR vyang diduga
melakukan tindak pidana sehubungan dengan
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus mendapatkan
persetujuan tertulis dari Presiden”,

3. Menolak permohonan Pemohon Il untuk selain dan
selebihnya;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Tanggal Putusan . Selasa, 22 September 2015
Ikhtisar Putusan

Para Pemohon Supriyadi Widodo Eddyono dan Perkumpulan Masyarakat
Pembaharuan Peradilan Pidana adalah perorangan warga negara Indonesia dan badan
hokum publik atau privat, yang merasa dirugikan atas berlakunya Pasal 245 UU 17/2014
sehingga bertentangan dengan Pasal Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1),
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28] ayat (2) UUD 1945 dengan alasan bahwa pemberian izin
terhadap pejabat negara dalam menghadapi proses hukum memang telah diatur dalam
beberapa Undang-Undang; Undang-Undang yang saat ini berlaku di Indonesia, izin untuk
melakukan proses hukum datang dari lembaga lain di luar pejabat negara; berdasarkan
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Pasal 119 ayat (2) UU MD3 tujuan dari Mahkamah Kehormatan Dewan adalah untuk
menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga
perwakilan rakyat; frasa “Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan
terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana” dalam Pasal 245 UU MD3
menunjukkan bahwa izin tertulis diberikan pada tahapan penyidikan kepada anggota DPR
yang sudah ditetapkan menjadi tersangka; tenggat waktu 30 hari dalam Pasal 245 ayat (2)
UU MD3, anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana berpeluang melakukan upaya
penghapusan jejak tindak kejahatan, atau penghilangan alat bukti; anggota DPR sebagai
subjek hukum, terlepas dari jabatannya sebagai anggota DPR harus diberlakukan sama di
hadapan hukum; dalam rangka prinsip persamaan, segala sikap dan tindakan diskriminatif
dalam segala bentuk dan manifestasinya seperti keistimewaan proses diakui sebagai sikap
dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara
yang dinamakan ‘affirmative actions;’ keistimewaan dalam proses peradilan atau affirmative
actions dalam prinsip kesetaraan harusnya diberikan kepada subjek yang tepat dalam hal
subjek hukum adalah kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat
tertentu; proses peradilan oleh penyidik terhadap anggota dewan yang hanya dapat
dilakukan dengan persetujuan Mahkamah Kehormatan Dewan; berdasarkan instrumen
hukum yang ada, Indonesia telah mengakui adanya prinsip non-diskriminasi terhadap warga
negaranya; dan Pasal 245 UU 17/2004 hanya diterapkan untuk anggota DPR, sehingga
terdapat perlakukan yang berbeda untuk warga negara Indonesia (WNI) yang berhadapan
dengan proses hukum dimana pihak penyidik harus memperoleh izin tertulis dari Mahkamah
Kehormatan Dewan sebelum melakukan penyidikan yang diduga dilakukan oleh anggota
DPR.

Terkait kewenangan Mahkamah, karena yang dimohonkan para Pemohon adalah
pengujian konstitusionalitas Pasal 245 UU 17/2014 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24
ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, maka
Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemaohon.

Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon | sebagai pembayar pajak (tax
payer) yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya pasal a quo
tidak memiliki legal standing, karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pemohon Il sebagai badan hukum privat yang sangat
peduli dalam isu pembaharuan hukum pidana dan reformasi sistem peradilan pidana di
Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam AD/ART Pemohon Il yang bertujuan untuk
memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) yang di dalamnya tercakup
substansi dalam permohonan a quo, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon Il memiliki
legal standing sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Terhadap Pokok Permohonan, menurut Mahkamah, permohonan pengujian
konstitusionalitas Pasal 245 UU MD3 beralasan menurut hukum untuk sebagian dan harus
dimaknai sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan. Bahwa terkait dengan proses
penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang a quo memang hanya dikhususkan untuk
anggota DPR sedangkan untuk anggota MPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota tidak diatur dalam bagian atau paragraf secara khusus. Hal ini berbeda
dengan UU Nomor 27 Tahun 2009 (UU MD3 Tahun 2009) di mana ketentuan mengenai
proses penyidikan diatur secara khusus bukan hanya untuk anggota DPR tetapi juga untuk
semua anggota MPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD,
ketentuan mengenai penyidikan terhadap anggota MPR diatur dalam Bab II, Bagian
Kesebelas, Penyidikan, Pasal 66. Penyidikan terhadap anggota DPR diatur dalam Bagian
Keenam Belas, Penyidikan, Pasal 220. Penyidikan terhadap anggota DPD diatur dalam
Bagian Keempat Belas, Penyidikan, Pasal 289. Penyidikan terhadap anggota DPRD
provinsi diatur dalam Bagian Kelima Belas, Penyidikan, Pasal 340, dan penyidikan terhadap
anggota DPRD kabupaten/kota diatur dalam Bagian Kelima Belas, Penyidikan, Pasal 391.

Dengan demikian menurut Mahkamah perihal pengaturan proses penyidikan
khususnya terkait dengan adanya syarat persetujuan tertulis dari Presiden juga harus
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diberlakukan untuk anggota MPR dan anggota DPD, sedangkan untuk anggota DPRD
provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota pemanggilan dan permintaan keterangan untuk
penyidikan terhadap anggota DPRD provinsi yang disangka melakukan tindak pidana harus
mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan untuk anggota DPRD
kabupaten/kota harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.

Bahwa adanya syarat persetujuan tertulis dari Presiden bagi anggota DPR dalam
proses penyidikan sebagaimana telah diuraikan Mahkamah di atas juga berlaku terhadap
Pasal 224 ayat (5) Undang-Undanga quo sehingga Pasal 224 ayat (5) juga harus dimaknai
sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah
berpendapat dalil permohonan Pemohon Il beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut, Mahkamah berkesimpulan
bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Pemohon | tidak memiliki
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Pemohon I
memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; dan
Permohonan Pemohon Il beralasan menurut hukum untuk sebagian. Untuk itu, Mahkamah
menyatakan yang amarnya :

1. Permohonan Pemohon | tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon Il untuk sebagian:

2.1. Frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245
ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “persetujuan tertulis dari Presiden”;

2.2. Frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245
ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
“persetujuan tertulis dari Presiden”;

2.3. Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568) selengkapnya menjadi, “Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk
penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus
mendapat persetujuan tertulis dari Presiden”;

2.4. Frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 224
ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “persetujuan tertulis dari Presiden”;

2.5. Frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 224
ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
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“persetujuan tertulis dari Presiden”;

2.6. Pasal 224 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568) selengkapnya menjadi,“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada
anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan
ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden”.

3. Menolak permohonan Pemohon Il untuk selain dan selebihnya;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;



